
 
 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 

NOMOR1TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA 

PERSEROAN TERBATAS ANEKA KARYA BOYOLALI 

 

 

I. UMUM 

  BerdasarkanUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 

tentangPemerintahanDaerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah,dijelaskanbahwaPemerintahDaerahdapat melakukan 

penyertaanmodalkepadaBadanUsahaMilikNegaradan/atauBadanUsahaMilikDa

erah. Sementara itu PeraturanPemerintah 58 Tahun 2005 

tentangPengelolaanKeuanganDaerahdanPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 

13 Tahun 2006 

tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahbeberap

a kali terakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 21 Tahun 2011 

tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 

2006 

tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerahmenegaskanbahwapenyertaanmo

dalPemerintahDaerahdapatdianggarkanapabilajumlahyangakandisertakandala

mtahunanggaranberkenaantelahditetapkandalamperaturandaerahtentangpeny

ertaan modal denganberpedomanpadaketentuanPeraturanPerundang-

undangan. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1     

 Cukupjelas. 

 

Pasal 2  

 Cukupjelas. 

    

Pasal 3     

 Cukupjelas. 

 

Pasal 4  

 Cukupjelas. 

 

Pasal 5  

 Cukupjelas. 
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Pasal 6  

 Cukupjelas. 

  

Pasal 7  

 Cukupjelas. 

 

Pasal 8  

 Cukupjelas. 

 

Pasal 9     

 Cukupjelas. 

 

Pasal 10     

 Cukupjelas. 

 

Pasal11  

 Cukupjelas. 

 

Pasal12  

 Cukupjelas. 
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